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Abstract 

Sejak kapan manusia menyadari akan hak asasinya? Sebenarnya sejak hak asasi manusia sama tuanya 

dengan sejarah umat manusia. Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya 

terhadap harga diri, harkat, dan martabat manusia. Jadi, sesungguhnya hak-hak kemanusian ini 

sudah ada sejak manusia ada di dunia ini. Dengan begitu hak-hak asasi manusia bukan merupakan 

hal yang baru.Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari sering terjadi perbuatan yang tidak 

menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu diperjuangkan pengakuan dan penghormatan 

terhadap hak asasi manusia. Sesungguhnya upaya untuk meperjuangkan pengakuan dan 

perlindungan HAM telah ada sejak zaman dahulu. 
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Pendahuluan  
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya 

berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya 

antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah 

HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. 

HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum 

reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup 

bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang 

lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. 

 

Metode 
Pendekatan berdasar pada kajian tentang Pendidikan Hak Azazi Manusia (HAM) Padangan dan 

Tinjauan Umum  . Pengembangan interpersonal dan kelompok digunakan sebagai alat analisis dalam 

tulisan ini. Tulisan ini merupakan tulisan gagasan berbasis pada tahapan studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan yang dilakukan yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, 

baik berupa buku, artikel pada jurnal ilmiah dan jurnal popular dalam media massa. Studi 

kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan situasi 

yang diteliti. Sumber-sumber kepustakaan ini kemudian menjelaskan tentang Pendidikan Hak Azazi 

Manusia (HAM) Padangan dan Tinjauan Umum. 

 

Hasil dan Pembahasan 
Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United 

Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang 
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melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dalam 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia 

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan 

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, hak asai manusia merupakan hak yang 

bersifat medasar. Keberadaannya tidak dapat digangu gugat bahkan harus dilindungi demi 

kehormatan serta harkat dan martabat manusia”. Aref Budiman (1992) menyatakan, bahwa hak asasi 

manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi itu melekat pada 

dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini, hak asasi manusia berdiri di luar undang-undang yang ada. 

Jadi, harus dipisahkan hak warga negara dan hak asasi manusia. Wolhoff, menyatakan bahwa hak 

asasi manusia adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrati setiap oknum pribadi manusia, 

justru karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut oleh siapapun juga, Karena jika dicabut 

hilanglah kemanusiaannya itu. Sejumlah hak berarti lebih dari satu hak dan merupakan hak-hak yang 

pokok atau mendasar, misalnya hak hidup.  Menurut ajaran John Locke, hak asasi manusia meliputi: 

a) Hak hidup (The right to life); b) Hak kemerdekaan (The right to liberty) dan; c) Hak milik (The right 

to Property). 

Sementara itu, Thomas Hobbes berpendapat bahwa satu-satunya hak asasi manusia adalah 

hak hidup.Dalam Declaration des droit de I'hommes et du Citoyen (1789) tersimpul bahwa hak-hak 

asasi manusia antara lain meliputi: a) Makhluk dilahirkan merdeka dan tetap merdeka; b) Manusia 

mempunyai hak yang sama; c) Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain; d) 

Warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan dan pekerjaan umum; e) 

Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang; f) Manusia mempunyai 

kemerdekan agama dan kepercayaan, 

Upaya penegakan hak asasi manusia pada dasarnya merupakan segala kegiatan yang dapat 

menjamin terlaksanya HAM. Oleh karena itu, perlu adanya sikap saling menghormati hak asasi 

masing-masing dan penegasan terhadap pelanggaran HAM. Serta penyelesaian kasus pelanggaran 

HAM. Kesulitan dalam menangani masalah pelanggaran HAM dapat disebabkan beberapa factor, 

misalnya karena peristiwa peristiwa tersebut terjadi pada masa lalu. Bukti-bukti pelanggaran HAM 

mungkin sudah hilang atau korban sendiri sudah lupa dengan peristiwa yang dialami nya sehingga 

kasus itu sulit untuk diselidiki. Kadang kala pelanggaran HAM terjadi akibat kebijakan 

pemerintahan. Untuk menuntut pelaku pelanggaran HAM terjadi akibat kebijakan pemerintah HAM 

ke pangadilan akan mengalami kesulitan, karena dia memiliki kekuasaan. Dalam undang-undang 

Nomor 39 tahun 1999 terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban dasar manusia, misalnya pasal 29 

ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, 

moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Sikap saling menghormati hak asasi manusia dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM 

oleh sesame manusia. Pelanggaran hak-hak asasi manusia antara lain disebabkan oleh adanya 

arogensi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat yang berkuasa. Akibatnya sulit 

mengendalikan dirinya sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Salah satu 

kelemahan yang umum dari suatu penegakan hak asasi manusia adalah lemahnya pengawasan. Oleh 

karena itu, lembaga pengawas sangat penting. Mengapa demikian? dengan adanya pengawasan 

setidaknya dapat mengarahkan orang agtar perilakunya tidak melanggar hak asasi manusia. 

 

Kesimpulan 
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk tuhan yang 

maha Esa dan merupakan anugerahnya. Oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah dan oleh setiap 

orang demi kehormatan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bukan hanya satu konsep, 

karena pada dasarnya HAM mengarah pada penghormatan terhadap kemanusian. 

Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri, harkat 

dan martabat manusia. Jadi sesungguhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia ada di 
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dunia ini. Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM 

kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan 

sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-

injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi 

antara HAM kita dengan HAM orang lain. 
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